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KATA PENGANTAR 
 

Hutan alam Indonesia adalah sebuah anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah 

tersebut diikuti dengan kekhasan kondisi geografis yang wilayahnya terbentuk dari gugusan pulau-pulau. 

Sehingga keberadaan hutan alam di Indonesia pun tersebar di pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecilnya 

yang masing-masing juga memiliki ke khasan tersendiri. Mulai dari hamparan mangrove, hutan dataran 

rendah, rawa gambut, karst, pegunungan vulkanik, dan lain sebagainya. Keunikannya tidak hanya ada di 

sisi geografisnya, tetapi juga ada di masyarakatnya. Di hutan-hutan alam yang masih terjaga dengan baik, 

di situlah ada masyarakat adat yang dengan arif dan bijak telah menjaga warisan nenek moyangnya dalam 

bentuk hutan dan budaya. Kekayaan inilah yang membuat hutan alam Indonesia menjadi bagian penting 

untuk menjaga keseimbangan alam. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.  

Peranan hutan untuk menjaga sistem kehidupan merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Perannya tidak 

dapat dibatasi oleh aturan-aturan administratif seperti batas wilayah, birokrasi, luas, dan lain sebagainya. 

Tanpa adanya hutan, sistem kehidupan akan sangat terganggu, terutama pada wilayah-wilayah rentan 

seperti pulau-pulau kecil, pesisir, dan daerah rawan bencana. Vitalnya peranan hutan dalam sistem 

kehidupan inilah yang mendasari bahwa keberadaan hutan seharusnya menjadi pertimbangan utama 

dalam setiap pembangunan.  

Hutan juga memiliki nilai lebih yang tidak terhingga. Ini karena hutan merupakan sumber kebahagiaan 

bagi manusia. Masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan cenderung lebih bahagia. Begitu 

juga masyarakat perkotaan yang akan bahagia jika berada di hutan. Dengan kata lain, untuk melihat hutan 

tidak bisa dilihat dari seberapa besar nilai ekonomi yang akan dihasilkan. Tetapi ada nilai-nilai lain yang 

tidak bisa ditentukan ukurannya. Hal inilah yang mendasari pemikiran Forest Watch Indonesia (FWI) 

ōŀƘǿŀ άIǳǘŀƴ {ǳƳōŜǊ YŜƘƛŘǳǇŀƴέΦ  

Dengan adanya laporan kondisi hutan Indonesia ini, kami berharap para pemangku kebijakan dapat 

mengambil hikmah dan mensarikannya dalam satu paket kebijakan yang benar-benar memihak terhadap 

keberadaan hutan alam. Selain itu kami juga berharap agar masyarakat secara luas lebih mengetahui 

tentang bagaimana sebenarnya kondisi hutan Indonesia. Wilayah yang secara tidak sadar telah menjadi 

sumber kehidupan kita semua. 

#StopDeforestasi 

#NoForestNoHappiness 

#NoForestMoreDisaster  

 

Direktur Eksekutif FWI 

Soelthon G Nanggara
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara yang terletak di lintang khatulistiwa dengan sumber daya alam yang 
berlimpah. Sektor sumber daya alam (SDA) di negara berkembang menjadi tumpuan utama untuk 
menopang perputaran ekonomi, sehingga eksploitasi sumber daya alam tidak dapat dihindarkan. Kondisi 
ini membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan penanaman modal asing. Banyak pihak yang 
berbondong-bondong ingin melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang membentang dari 
Sabang sampai Merauke.  

Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah hutan. Hutan yang ada saat ini 
merupakan resultan dari evolusi jutaan tahun, terbentuk dari perubahan siklus iklim dingin periode glasial 
ke iklim hangat inter-glasial 10-15 ribu tahun yang lalu membentuk hutan seluas 6 miliar hektare atau 
sekitar 45 persen dari luas daratan planet bumi (FAO, 2012). Selama 10 ribu tahun terakhir, siklus 
perubahan iklim terus mempengaruhi kondisi sumber daya hutan dan aktivitas umat manusia mulai 
berdampak pada pengurangan luasan hutan. Luas hutan di dunia saat ini sekitar 30 persen dari luas planet 
bumi (FAO, 2012 dalam Maryudi Ahmad, 2016). 

Sebaran hutan antar negara tidak merata, Indonesia memiliki 2 persen dari total luas hutan dunia 
(Maryudi, 2016). Walaupun demikian, hutan Indonesia memiliki peran penting karena hutan Indonesia 
merupakan hutan hujan tropis atau tipe hutan di kawasan tropis yang selalu diguyur hujan sepanjang 
tahun dan bahkan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Kurang lebih 40 persen produksi oksigen dunia 
diperkirakan dari hutan-hutan di Indonesia.  Hutan tersebut merupakan cadangan karbon dunia dan 
setiap kerusakan dapat berdampak serius terhadap perubahan iklim global (Michael, 2001). 

Sejak beberapa dekade terakhir ini hutan alam di Indonesia mengalami deforestasi (kehilangan tutupan 
hutan alam) yang sangat serius dan mengalami penurunan dari segi kuantitas maupun kualitas. Dahulu 
komodifikasi kayu selalu menjadi inti dari pengusahaan hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa 
negara yang paling diandalkan. Sektor kehutanan pernah memiliki peran utama dalam pemulihan 
perekonomian nasional pada era tahun 1970-an ǎŜōŜƭǳƳ άōƻƴŀƴȊŀέ Ƴƛƴȅŀƪ Řŀƴ Ǝŀǎ ōǳƳƛ όY[IYΣнлмсύΦ 
Setelah tahun 1973-1981, ketika dimulainya era bonanza minyak dan gas bumi, sektor migas menyalip 
sektor kehutanan dan menjadi kontributor utama pendapatan negara.  

Laju deforestasi yang tinggi diakibatkan terjadinya pergeseran pengusahaan hutan melalui pemanfaatan 
kayu selektif menjadi pembangunan perkebunan kayu dan kelapa sawit. Deforestasi juga telah berdampak 
negatif pada peran ekologis, sosial ekonomi dan sosial budaya di sekitar hutan. Deforestasi dapat 
mempengaruhi siklus air di suatu wilayah. Hilangnya hutan akan mengakibatkan tanah tidak lagi dapat 
menahan dan menyimpan air. Kelebihan air yang berasal dari aliran dan sungai tidak dapat ditahan oleh 
daerah tangkapan air sehingga mengakibatkan meningkatnya kejadian-kejadian banjir (Chakravarty S et 
al. 2012). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Wert dan Avissar (2002) menunjukkan bahwa deforestasi 
yang terjadi pada hutan tropis dapat mengurangi periode musim hujan.  

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dikenal sebagai ideologi ekonomi politik Indonesia, karena di 
dalamnya memuat ketentuan tentang penguasaan negara atas: a) cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan b) bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Secara teoritik 
kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa.  Negara 
dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum 
sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara 
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(mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif 
(Mawuntu J.R., 2012). 

Hak kekuasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seharusnya mewujudkan kewajiban 
negara sebagai berikut: 

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat harus secara nyata 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

2. Melindungi dan menjamin hak hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan 
berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung dan tidak langsung untuk 
dinikmati oleh rakyat. 

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai 
kesempatan atau kehilangan haknya menikmati kekayaan alam. 

Kewajiban-kewajiban ini menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber 
daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu negara hanya 
melakukan pengurusan (bestuursdaad) dan pengolahan (besheerdaad), tidak untuk melakukan yang 
bersifat kepemilikan (eigensdaad) (Mawuntu J.R., 2012). 

Demikian di Indonesia, sektor kehutanan mengalami pertumbuhan yang hebat dan menggerakkan ekspor 
bagi perekonomian tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi ekspansi ini dicapai dengan mengorbankan hutan 
karena praktik kegiatan kehutanan yang tidak lestari sama sekali (PKHI, 2001). Kerusakan hutan 
disebabkan oleh kebijakan tata kelola kehutanan yang dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global. Hal ini 
nampak dalam kebijakan ekonomi politik yang pro terhadap investasi, baik asing maupun domestik, dalam 
sektor kehutanan, pertanian, dan pertambangan, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 
ekonomi, telah berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Indonesia. Kebijakan ekonomi politik pro 
investasi ini sangat nampak dalam pemerintahan kolonial, Orde Baru dan pasca Orde Baru (Tolo, 2013). 

Kebijakan pemerintah yang pro terhadap investasi semakin memperlebar ketimpangan struktural seperti 
ketiadaan akses untuk masyarakat, politik alokasi dan distribusi lahan, alih komoditas dan juga konversi 
lahan. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan menyebutkan, pemanfaatan lahan bagi masyarakat 
hanya 4,14 persen saja, sementara sisanya 95,76 persen kawasan hutan dikuasai perusahaan-perusahaan 
swasta (KLHK, 2018). Sampai dengan tahun 2018, daratan Indonesia telah dibagi-bagikan kepada 541 
pemegang izin dari sektor kehutanan, 1.866 pemegang izin perkebunan kelapa sawit, dan 11.418 
pemegang izin usaha pertambangan (FWI, 2019). Situasi ini menimbulkan potensi konflik yang tinggi. 
Bahkan pada tahun 2018 terjadi 410 konflik agraria dengan luasan sekitar 807 ribu hektare yang 
melibatkan 87.500-an Kepala Keluarga (KPA, 2018). Untuk menurunkan ketimpangan ini, pemerintah 
menggulirkan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial agar akses 
masyarakat terhadap hutan meningkat dari 12 persen menjadi 38 sampai 41 persen. Sementara untuk 
perusahaan swasta, turun dari 88 persen menjadi 62 hingga 58 persen (FWI, 2019). 

Ketidakharmonisan undang-undang sektoral juga memiliki peranan penting dalam situasi ini.  Dalam 
kajian harmonisasi undang-undang sumberdaya alam dan lingkungan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) di tahun 2018 terhadap 26 undang-undang sektoral, pada aspek kewenangan ditemukan adanya 
ketidakjelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengkoordinasikan 
perencanaan dan pemanfaatan SDA.  Temuan lain adalah tidak sinkronnya pengaturan antar perencanaan 
pemanfaatan sumber daya alam dan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perencanaan ruang 
sehingga menimbulkan tumpang tindih penggunaan ruang SDA.   

Kajian lainnya juga menyebutkan bahwa karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral: (1) 
berorientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai 
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alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; (2) lebih 
berpihak pada pemodal besar; (3)  ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara 
sehingga bercorak sentralistik; (4) pengelolaan SDA yang sektoral berdampak terhadap koordinasi antar 
sektor yang lemah; (5) tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara proporsional (Nur 
Rachman, 2016). 

Dengan demikian, kompleksitas persoalan kehutanan yang tak kunjung terselesaikan adalah wajah tata 
kelola kehutanan saat ini. Aktor, regulasi dan implementasi sebagai komponen tata kelola belum memiliki 
sinergitas yang kuat serta belum memiliki watak politik ekonomi yang kuat dalam rangka pencapaian 
tujuan sesuai amanat konstitusi.  Sedangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik: transparansi, 
akuntabilitas, koordinasi dan juga partisipasi, belum secara kuat terwujud di dalam pelaksanaan 
pembangunan kehutanan.  

 

Deforestasi Kini 

Luas kerusakan hutan di Indonesia dalam setiap kurun waktu mengalami perubahan-perubahan yang 
dinamis. Forest Watch Indonesia terus melaporkan angka deforestasi pada periode-periode tahun 
tertentu dalam bukunya yang berjudul Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI). Pada tahun 2000, PKHI 
menampilkan laju deforestasi 2 juta hektare/tahun, pada periode 2000-2009 sebesar 1,5 juta 
hektare/tahun dan 1,1 juta hektare/tahun di periode 2009-2013.  Pada kesempatan ini, Forest Watch 
Indonesia kembali melaporkan Potret Keadaan Hutan Indonesia untuk periode 2013-2017, termasuk 
temuan bahwa laju deforestasi mengalami peningkatan sebesar 1,47 juta hektare/tahun.  

!ƪŀƴ ǘŜǘŀǇƛ ŀƴƎƪŀ ŘŜŦƻǊŜǎǘŀǎƛ ǘƛŘŀƪ ƭŀƎƛ ƳŜƴƧŀŘƛ άŀƭŀǊƳέ ǳƴǘǳƪ ƪŜŀŘŀŀn hutan Indonesia. Walaupun angka 
deforestasi telah disampaikan secara jelas ke para pengambil kebijakan dan publik Indonesia, namun 
dirasakan tidak ada yang menggerakkan perubahan-perubahan dan mampu menghentikan hilangnya 
tutupan hutan Indonesia.  Angka ŘŜŦƻǊŜǎǘŀǎƛ Ƴǳƭŀƛ ƪŜƘƛƭŀƴƎŀƴ άƪŜǎŀƪǘƛŀƴέΦ 5ŜŦƻǊŜǎǘŀǎƛ ƳŜƴƧŀŘƛ ǎŜǎǳŀǘǳ 
hal yang biasa dan cenderung dipahami sebagai harga wajar yang harus dibayarkan untuk langkah maju 
pembangunan. Makna deforestasi telah bergeser dari dimensi kompleksnya sebagai konsekuensi bahwa 
hutan merupakan ruang hidup sekaligus barang publik, menjadi dimensi teknis yang lebih sempit yang 
cenderung hanya diukur dari satu atau dua atribut nilai hutan. Bahkan pendefinisian deforestasi melalui 
kerangka legal menjadi turut mereduksi definisi hutan itu sendiri. 

Angka deforestasi Indonesia periode 2013-2017 seluas 1,47 juta hektare/tahun, penting untuk 
dikembalikan sebagai titik referensi keadaan hutan Indonesia terkini dan upaya-upaya pelestariannya. 
Sekaligus sebagai upaya tanding dalam mengimbangi pereduksian makna atas deforestasi dan 
konsekuensinya bagi kehidupan manusia.  

Kali ini, Potret Keadaan Hutan Indonesia oleh Forest Watch Indonesia bermaksud menyediakan sumber 
informasi alternatif yang menggambarkan kondisi hutan Indonesia secara komprehensif, dalam urutan 
rezim-rezim pemerintahan sejak Orde Baru sampai saat ini, sebagai pengingat balik dan juga 
pembelajaran demi pengelolaan hutan yang lebih baik untuk rezim yang akan datang. 

 

Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2013-2017 

Seperti terbitan terdahulu, laporan ini menyajikan data dan informasi alternatif kehutanan yang disusun 
berdasarkan:  

1. Kondisi Tutupan Hutan Alam dan Laju Deforestasi 
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Menyajikan ringkasan mengenai luas dan distribusi tutupan hutan, kecenderungan deforestasi dan 
kondisi hutan yang tersisa 

2. Ketidakadilan Penguasaan Lahan 

Menyajikan penguasaan lahan pada rezim Orde Baru, rezim Reformasi, rezim saat Ini. Analisis 
deforestasi yang diakibatkan dari konversi hutan yang menyebabkan berbagai dampak selama 20 
tahun reformasi. Serta kebijakan-kebijakan kehutanan dan lingkungan yang sudah dikeluarkan pada 
masing-masing rezim 

3. Transparansi Pengelolaan Hutan 

Menyajikan informasi mengenai kesulitan praktis yang dihadapi untuk mendapatkan data, akses 
terhadap data kehutanan Indonesia yang juga dihambat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang 
merahasiakannya, adanya intimidasi oleh kalangan industri dan hambatan birokrasi. Serta 
perjuangan FWI dalam memperjuangkan keterbukaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah 
yang baik dan bersih (good and clean governance) 

4. Proyeksi Hutan ke depan 

Menyajikan kecenderungan pergeseran tren deforestasi dari barat menuju timur Indonesia serta 
proyeksi hutan pada tahun 2030 dan 2060 
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BAB II. KONDISI TUTUPAN HUTAN ALAM DAN LAJU DEFORESTASI 

 

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga saat ini, terdapat tiga pergantian rezim yang secara mendasar 

turut mempengaruhi sistem hukum kita, yaitu Rezim Orde Lama, Rezim Orde Baru, dan Rezim Reformasi. 

Ketiga rezim tersebut memiliki karakteristik dan perspektif masing-masing dalam hubungannya dengan 

masalah kehutanan. Karenanya, ketiga masa kekuasaan tersebut telah melahirkan tipikal hukum dan 

kebijakan kehutanan yang berbeda-beda. Namun sungguh disayangkan hutan di Indonesia perlahan tapi 

pasti tetap mengalami penyusutan yang luar biasa.  

Potret keadaan hutan Indonesia sebelumnya dapat menggambarkan kondisi hutan alam dan 
perubahannya dari tahun 1987 sampai dengan 2013. Data dan informasi mengenai hutan alam yang 
dimiliki FWI dapat menunjukan kondisi hutan alam di setiap rezim. Dalam laporan ini FWI memaparkan 
data terbaru tentang kondisi hutan alam dan perubahannya untuk periode 2013-2017, termasuk di 
dalamnya beberapa perbaikan kualitas data yang lebih baik untuk beberapa tahun sebelumnya. 

 

2.1 Kondisi Hutan Alam  

Seratus tahun yang lalu Indonesia masih memiliki hutan alam yang melimpah, pohon-pohonnya menutupi 
80 sampai 95 persen dari total luas daratan. Total tutupan hutan pada waktu itu diperkirakan sekitar 170 
juta hektare (FWI, 2001).  Pada tahun 1990, menurut FAO kondisi hutan Indonesia sudah menurun 
menjadi 65,4 persen dari total luas daratan.  

 

 
Gambar 1. Persentase Proporsi Hutan Terhadap Luas Daratan Indonesia 

Sumber: FAO, 2015 

 

Pada tahun 1950, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (pada waktu itu bernama Dinas Kehutanan 
Indonesia) menerbitkan peta vegetasi untuk negara ini.  Dari peta ini disimpulkan bahwa hampir 84 persen 
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luas daratan Indonesia waktu itu tertutup oleh hutan primer dan sekunder serta perkebunan seperti teh, 
kopi dan karet (FWI, 2001).  

Kini, di tahun 2019, yang adalah tahun ke-21 (dua puluh satu) era Orde Reformasi.  Tepatnya sejak tanggal 
21 Mei 1998 dimana Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya, sekaligus menutup era Orde Baru yang 
telah mencapai usia 32 tahun. Orde Baru itulah orde dimana eksploitasi hutan secara besar-besaran 
dimulai: pengusahaan kayu, pertambangan, perkebunan, penggusuran dan pemindahan kampung-
kampung dan penduduk, pertumbuhan populasi, dan berubahnya bentang alam menjadi pemukiman, 
perkotaan, areal pertanian, waduk dan bendungan, jalan, lapangan terbang, dan lain sebagainya. Pada 
masa itu pula tutupan hutan terus berkurang dari 65 persen menjadi 56 persen dari luas daratan Indonesia 
(FAO, 2018).  FWI, melalui laporan PKHI menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia pada tahun 1985 
adalah sebesar 117,1 hektare (2001). Seluas 21,5 juta hektare tutupan hutan yang hilang ini rupanya 
ƳŜƴƧŀŘƛ ƳƻŘŀƭ ŀǿŀƭ Řŀƴ ǘǳƭŀƴƎ ǇǳƴƎƎǳƴƎ άǇŜƳōŀƴƎǳƴŀƴέΣ ǇŜƳǳǎŀǘŀƴ ƪŜƪŀȅŀŀƴ Řŀƴ ƪŜƪǳŀǘŀƴ Ři 
segelintir orang serta pelanggengan rezim.  

Di akhir periode berkuasanya Presiden Soeharto, terjadi krisis keuangan yang membawa dampak buruk 
pada aspek ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan dengan menggunakan 
dana dari International Monetary Fund (IMF), bukannya melindungi hutan dengan persyaratan yang oleh 
IMF dianggap sarat nilai konservasi, malah mempercepat kerusakan hutan (H. Mainhardt, 2001).  

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Menteri Kehutanan membentuk komite reformasi kehutanan 
yang bertugas untuk menyusun kerangka kerja baru bagi pengelolaan hutan; restrukturisasi departemen 
kehutanan dan perkebunan, dan menyusun undang-undang kehutanan yang baru untuk menggantikan 
Undang-Undang Kehutanan tahun 1967 (DTE, 2002).  Reformasi di sektor kehutanan berjalan lambat. 
Walaupun sudah ada aturan bahwa izin HPH yang berakhir pada tahun 1999/2000 tidak akan 
diperpanjang atau diperbaharui, dan luas HPH dibatasi (DTE, 2002). Reformasi ini didasarkan kebutuhan 
politis dan tuntutan rakyat daripada demi keberlanjutan hutan. Masa akhir pemerintahan Habibie, 
tekanan terhadap sumber daya hutan yang semakin kuat menyebabkan tutupan hutan semakin 
berkurang. 

Jabatan singkat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), diikuti oleh pemerintahan 
Presiden Megawati Soekarnoputri, kurang efektif membawa perbaikan untuk sektor kehutanan (CIFOR, 
2009). Pada saat itu Departemen Kehutanan berupaya menyesuaikan pelimpahan wewenang untuk 
menanggapi gelombang awal lepas-kendalinya eksploitasi kayu, namun dengan beberapa kebijakan yang 
dikeluarkan belum mampu mengelola SDA yang lestari dan berkelanjutan. Pada tahun 2000 hutan alam 
yang tersisa adalah 106,4 juta hektare (FWI, 2019).  

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (2004-
2019), sampai dengan tahun 2017, luas hutan alam di Indonesia tinggal 43 persen dari total luas daratan 
Indonesia atau sekitar 82,2 juta hektare. Namun jika berbicara batas minimal hutan, pada gambar 3 
menunjukan bahwa beberapa pulau tidak memenuhi luas tutupan hutannya yaitu Sumatera, Jawa dan 
Bali-Nusa Tenggara. Padahal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 18, jelas mengatur dan 
ƳŜƴŜǘŀǇƪŀƴ ŀƴƎƪŀ άƪŜŎǳƪǳǇŀƴ ƭǳŀǎ ƪŀǿŀǎŀƴ Ƙǳǘŀƴ Řŀƴ ǇŜƴǳǘǳǇŀƴ Ƙǳǘŀƴ ǳƴǘǳƪ ǎŜǘƛŀǇ ŘŀŜǊŀƘ aliran 
sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi 
masyarakat setempat. Luas kawasan hutan dan penutupan hutan yang harus dipertahankan adalah 
minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang 
ǇǊƻǇƻǊǎƛƻƴŀƭέΦ 
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Tabel 1. Tutupan Hutan Alam Tahun 2000-2017 

Pulau Hutan Alam 
Tahun 2000 

(Ha) 

Hutan Alam 
Tahun 2009 

(Ha) 

Hutan Alam 
Tahun 2013 

(Ha) 

Hutan Alam 
Tahun 2017 

(Ha) 

Luas 
Daratan 

(Ha) 

Sumatera                       
16.323.900  

                             
12.901.545  

                             
11.372.920  

                             
10.400.014  

                             
47.059.162  

Jawa                          
2.956.530  

                               
1.366.715  

                               
1.035.925  

                                  
905.885  

                             
16.351.423  

Bali Nusa 
Tenggara 

                         
2.240.910  

                               
1.406.543  

                               
1.261.504  

                                  
877.494  

                               
7.160.447  

Kalimantan                       
33.234.711  

                             
28.358.386  

                             
26.886.772  

                             
24.834.752  

                             
53.067.791  

Sulawesi                       
10.768.513  

                               
9.318.071  

                               
9.128.560  

                               
8.179.422  

                             
18.391.419  

Maluku dan 
Maluku Utara 

                         
5.880.802  

                               
5.256.738  

                               
5.058.983  

                               
4.515.417  

                               
7.948.933  

Papua                       
35.006.055  

                             
34.473.389  

                             
33.811.621  

                             
33.119.514  

                             
40.640.520  

Indonesia                     
106.411.422  

                             
93.081.388  

                             
88.556.285  

                             
82.832.498  

                          
190.619.696  

    Sumber: FWI, 2018 

 

Luas tutupan hutan yang semakin menurun justru terjadi karena pilihan paradigma pembangunan yang 
berbasis negara (state-based resource development), penggunaan manajemen pembangunan yang 
bercorak sentralistik dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang didukung dengan 
instrumen hukum dan kebijakan yang bercorak represif (Bodley, 1982; Repetto & Gillis, 1988; Barber, 
1989; Zerner, 1990; Poffenberger, 1990; Peluso,1992; Nurjaya, 2016) tanpa melihat lebih jauh dampak 
negatif dari pengurangan luas tutupan hutan dari sisi fungsi ekologis, sosial ekonomi dan kultural hutan.  

Tabel 1 menunjukkan betapa tutupan hutan di semua pulau memiliki kecenderungan menurun dari tahun 
ke tahun. Sampai dengan tahun 2017, luas tutupan hutan alam tersisa tinggal 82 juta hektare atau sekitar 
43 persen dari luas daratan Indonesia. Persentase luas tutupan hutan alam yang dibandingkan dengan 
luas daratan di masing-masing pulau secara berurutan adalah: Papua dimana sekitar 83 persen 
daratannya masih berupa hutan alam, Maluku dan Maluku Utara 57 persen, Kalimantan 47 persen, 
Sulawesi 44 persen, Sumatera 22 persen, Jawa Bali-Nusa Tenggara 8 persen (Gambar 2). Artinya sampai 
dengan tahun ini, Papua merupakan pulau yang memiliki persentase tutupan hutan terbesar.  
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Gambar 2. Proporsi Tutupan Hutan Alam Terhadap Daratan 

Pulau Maluku dan Maluku Utara memiliki proporsi sebesar 57 persen bila dibandingkan luas hutan alam 

yang dimilikinya dengan total luas daratan. Dan bila dilihat dari skala nasional, region ini hanya 

menyumbang 5,5 persen dari total luas hutan alam tersisa di Indonesia.  Meski demikian, dengan kondisi 

geografisnya sebagai pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan merupakan faktor yang sangat 

penting untuk dipertimbangkan dalam konteks pengelolaan hutan dan lahannya. Karena sekecil apapun 

aktivitas konversi hutan di pulau-pulau tersebut maka akan berdampak secara langsung terhadap 

keselamatan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.  Untuk peta kondisi tutupan hutan alam 

tersisa pada tahun 2017 maka dapat dilihat pada Gambar 4 berikutnya. 

 

 

Gambar 3. Persentase Luas Hutan Alam Per Pulau Dibandingkan dengan Luas Hutan Tahun 2017
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                                                                                         Gambar 4. Peta Tutupan Hutan Tahun 2017 
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2.1.1 Kondisi Hutan Alam dalam Kawasan Hutan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2017 menyatakan bahwa luas kawasan 
hutan meliputi sekitar 120 juta hektare.  Kawasan hutan di Indonesia ditetapkan fungsi pokoknya kedalam 
tiga kategori, yaitu: Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berdasarkan kategori fungsi 
dan turunan pembagiannya, Gambar 5 menunjukkan persentase alokasi fungsi kawasan hutan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Alokasi fungsi terbesar adalah kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai 
fungsi memproduksi hasil hutan yaitu sebesar 57 persen yang terdiri dari: Kawasan Hutan Produksi 
sebesar 24 persen, Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 22 persen, dan Kawasan Produksi yang 
dapat Dikonversi sebesar 11 persen. Sedangkan untuk Hutan Lindung dialokasikan sebesar 25 persen dan 
Hutan Konservasi sebesar 18 persen. 

 

 

Gambar 5. Kawasan Hutan Tahun 2017 
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Luas kawasan hutan dalam perkembangannya juga mengalami perubahan luas. Selain disebabkan oleh faktor teknis terkait 
dengan penyesuaian peta kawasan hutan terhadap peta bumi Indonesia, perubahan ini juga terjadi akibat kebijakan 

perubahan alokasi fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ini sangat dimungkinkan melalui 
kebijakan pelepasan kawasan hutan (untuk keperluan non-kehutanan), tukar-menukar kawasan atau adanya perubahan 

fungsi hutan.  

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada periode 1986 ς 2017 luas kawasan hutan di Indonesia telah berkurang sekitar 20 juta 
hektar dan semua fungsi kawasan hutan di Indonesia tidak luput dari perubahan luas. Menurut KLHK, perubahan tersebut 

dapat dilakukan dengan catatan yaitu tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara 
lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. 

Tabel 2. Perubahan Pembagian Fungsi Kawasan Hutan Periode 1986-2017 

Kawasan 
Hutan 

Tahun 1986 Tahun 2000 Tahun 2009 Tahun 2013 Tahun 2017 

Hutan 
Lindung 

29,68 31,9 30,05 30,01 29,66 

Kawasan 
Konservasi 

18,25 23,3 19,87 21,81 21,89 

Hutan 
Produksi 

31,85 35,2 35,25 28,89 29,22 

Hutan 
Produksi 
Terbatas 

30,52 21,8 25,65 28,3 26,78 

Hutan 
Produksi 
Konversi 

30,54 8,2 22,73 18,02 12,82 

Total 140,84 120,4 133,55 127,03 120,37 

Sumber: Rencana Strategis Departemen Kehutanan 2001-2005. Jakarta: Departemen Kehutanan. Juli 2000. (untuk data tahun 

2000); RePPProT (Regional Physical Planning Programme for Transmigration, Land Resources of Indonesia: A National Overview. 

Jakarta: Overseas Development Administration (UK) dan Department of Transmigration. 1990 (untuk data tahun 1986; Statistik 

Kehutanan 2007, Kementerian Kehutanan; Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan, data hingga 24 

{ŜǇǘŜƳōŜǊ нлмоΣ ŘŀƭŀƳ ά5ŀǘŀ Řŀƴ LƴŦƻǊƳŀǎƛ 5ƛǘƧŜƴ tƭŀƴƻƭƻƎƛ YŜƘǳǘŀƴŀƴ ¢ŀƘǳƴ нлмоΤ Statistik Kehutanan 2017, KLHK. 
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Kotak 1. Dinamika Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Kalimantan 

Kalimantan memiliki ± 36,9 juta ha kawasan hutan yang telah ditetapkan fungsi pokoknya melalui surat keputusan menteri dari 

Kementerian yang diberi kewenangan dalam bidang kehutanan. Tabel di bawah menunjukan pembagian fungsi kawasan hutan di 

Kalimantan berdasarkan keputusan menteri terakhir yang berlaku di tiap provinsi. 

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan di Kalimantan 

Provinsi Surat Keputusan KSA/KPA HL HPT HP HPK Total 

Kalbar SK.733/Menhut-II/2014 1.811.991 2.310.874 2.132.398 2.127.365 197.918 8.580.545 

Kalsel SK.435/Menhut-II/2009 213.285 526.425 126.660 762.188 151.424 1.779.982 

Kalteng SK.529/Menhut-II/2012 1.630.828 1.346.066 3.317.461 3.881.817 2.543.535 12.719.707 

Kaltim SK.718/Menhut-II/2014 1.704.666 2.848.243 5.045.879 4.077.346 179.699 13.855.833 

 

Dalam kurun waktu 17 tahun, kawasan hutan di Kalimantan telah mengalami banyak perubahan baik fungsi maupun luasannya. 

Pada tahun 1998, hampir seluruh daratan Kalimantan merupakan kawasan hutan. Menurut KLHK luasan kawasan hutan mencapai 

88,48 persen dari luas total daratan Kalimantan sedangkan sisanya merupakan alokasi penggunaan lain (APL). Pembagian kawasan 

hutan di Kalimantan didominasi oleh Hutan Produksi (HP, HPT dan HPK) sebesar 69,04 persen, sedangkan untuk HL dan KSA/KPA 

memiliki alokasi sebesar 12,26 persen dan 7,18 persen. 

 

 

Gambar 6. Perubahan Kawasan Hutan di Kalimantan Periode 1998-2014 

Sejak 1998 hingga 2014, perubahan signifikan terjadi pada APL yang meningkat dari 11,52 persen menjadi 31,7 persen dari total 

luas daratan di Kalimantan. Sedangkan pada fungsi kawasan hutan lainnya; HL meningkat dari 12,26 persen menjadi 13,32 persen; 

HP menurun dari 24,63 persen menjadi 20,32 persen; HPK menurun dari 20,81 persen menjadi 5,20 persen; HPT menurun dari 

23,60 persen menjadi 20,18 persen; Dan, KSA/KPA meningkat dari 7,18 persen menjadi 9,28 persen. 
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Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.1  Dengan definisi tersebut kawasan hutan tidak selalu 

berasosiasi dengan kondisi tutupan hutan. Hasil analisis data FWI mengenai kondisi tutupan hutan alam 

di tahun 2017 pada lima kelompok fungsi kawasan hutan, menunjukkan luas sekitar 75,2 juta hektare. Bila 

total luas kawasan hutan sebesar 120,37 juta hektare, maka hanya sekitar 64 persen kawasan hutan di 

Indonesia yang tutupan lahan diatasnya masih berupa hutan alam. 

 

Tabel 5. Tutupan Hutan Alam Tahun 2017 di dalam Kawasan Hutan dan di Luar Kawasan Hutan 

PULAU 

Tutupan Hutan Alam Tahun 2017 (dalam hektare) 

Total 
 Di dalam Kawasan Hutan 

Di luar Kawasan 
Hutan 

Hutan 
Lindung 

Kawasan 
Konservasi 

Hutan 
Produksi 

Hutan 
Produksi 
Terbatas 

Hutan 
Produksi 
Konversi 

Areal 
Penggunaan 

Lain 

SUMATERA 3.435.902 3.650.197 1.581.729 1.031.738 124.616 575.831 10.400.014 

JAWA 303.089 314.011 84.557 129.490  74.738 905.885 

BALI NUSA 
TENGGARA 

440.772 126.591 69.081 122.045 4.524 114.480 877.494 

KALIMANTAN 5.664.421 3.585.855 4.440.533 8.663.213 581.230 1.899.502 24.834.752 

SULAWESI 3.277.437 1.388.713 589.942 2.213.984 209.455 499.892 8.179.422 

                                                             
1 FWI. 2011. PKHI 2000-2009 

Tabel 4. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan Luas Daratan di Kalimantan 

Perubahan peruntukan dan fungsi 
kawasan hutan  

Tahun 2014 

APL  HL  HP  HPK  HPT  KSA/KPA  Total  

Tahun 1998 

APL 10,25% 0,23% 0,80% 0,14% 0,06% 0,05% 11,52% 

HL 0,31% 8,91% 0,34% 0,06% 2,29% 0,35% 12,26% 

HP 5,94% 1,33% 12,80% 1,59% 1,09% 1,89% 24,63% 

HPK 12,28% 0,82% 3,51% 3,12% 0,72% 0,36% 20,81% 

HPT 2,62% 1,92% 2,78% 0,28% 15,74% 0,26% 23,60% 

KSA/KPA 0,31% 0,12% 0,10% 0,00% 0,28% 6,37% 7,18% 

Total 31,70% 13,32% 20,32% 5,20% 20,18% 9,28% 100,00% 

Tabel 4 di atas menunjukan dinamika perubahan fungsi kawasan hutan di Kalimantan dalam periode tahun 1998 hingga 

2014. Secara keseluruhan terlihat bahwa semua fungsi kawasan hutan yang telah dialokasikan pada tahun 1998 telah 

mengalami perubahan luas pada tahun 2014. Sebagai contoh, terjadi peningkatan persentase APL pada tahun 2014 

menjadi 31,70 persen yang berasal dari areal dengan fungsi HPK, HP dan HPT.  

 

Sumber: Infobrief Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan KLHK, 2018 
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MALUKU 959.278 552.981 700.081 1.204.864 893.034 205.178 4.515.417 

PAPUA 6.593.473 1.662.085 8.259.507 6.162.602 6.849.902 3.591.946 33.119.514 

INDONESIA 20.268.075 10.932.630 15.984.626 19.023.153 8.974.591 7.649.422 82.832.498 

Sumber: FWI, 2018 

Pada Tabel 5 disajikan bahwa Papua memiliki sebaran tutupan hutan alam terluas yaitu sekitar 33,1 juta 

hektare, tutupan hutan dalam kawasan hutan sekitar 29,5 juta hektare dan di dalam APL sekitar 3,6 juta 

hektare. Kalimantan di posisi kedua dengan luas 24, 8 juta hektare dengan tutupan dalam kawasan hutan 

sekitar 22,9 juta hektare dan di luar kawasan hutan sekitar 1,9 juta hektare. Sumatera menempati posisi 

ketiga dengan luas tutupan hutan sebesar 10,4 juta hektare dengan sebaran tutupan di dalam kawasan 

hutan sekitar 9,8 juta hektare dan diluar kawasan hutan sekitar 575 ribu hektare. Lalu Sulawesi memiliki 

tutupan hutan 8,2 juta hektare dengan sebaran tutupan hutan dalam kawasan hutan sekitar 7,7 juta 

hektare dan yang tutupan hutan yang berada di luar kawasan hutan sekitar 499 ribu hektare. Maluku 

dengan tutupan hutan sekitar 4,5 juta hektare dengan sebaran di dalam kawasan hutan sekitar 4,3 juta 

hektare dan di luar kawasan hutan sekitar 205 ribu hektare. 

 

 

Gambar 7. Perbandingan Hutan Alam di dalam Kawasan Hutan dengan Total Luas Kawasan Hutan  

 

Berdasarkan hasil analisis spasial FWI sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa persentasi luas 

tutupan hutan alam dibandingkan dengan luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya yaitu: di Hutan 

Lindung sekitar 27 persen, Hutan Produksi Terbatas sekitar 24,4 persen, Kawasan Konservasi sekitar 19,6 

persen, Hutan Produksi sekitar 16,5 persen, Hutan Produksi Konversi sekitar 6,5 persen, dan yang terakhir 

di luar kawasan hutan (APL) sekitar 6,1 persen (Gambar 7).  
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2.1.2 Kondisi Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi 

Sebaran konsesi perizinan berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh FWI sampai dengan tahun 

2017 adalah sekitar 71,2 juta hektare atau sekitar 37 persen dari total luas seluruh daratan. 

Pendistribusian konsesi perizinan tersebut telah mengkapling-kapling areal kawasan hutan dan lahan 

menjadi wilayah penguasaan pemegang izin. Setidaknya ada 4 jenis izin untuk pemanfaatan dan 

penggunaan lahan yang dominan menguasai lahan di Indonesia yaitu: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

(IUPHHK-HT), Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit, dan izin pertambangan. 

Kondisi tutupan hutan alam dalam areal yang sudah dibebani oleh izin di Indonesia sekitar 32 juta hektare 

(Tabel 6).  Pulau dengan tutupan hutan alam terluas di dalam konsesi adalah Kalimantan, yaitu sekitar 

12,8 juta hektare. Papua menempati posisi kedua dengan tutupan hutan di dalam konsesi sekitar 12,2 juta 

hektare.  

 

Tabel 6. Wilayah Berhutan Alam yang dibebani Izin Tahun 2017 

Pulau Wilayah Berhutan Alam yang sudah dibebani Izin 
(Ha) 

Sumatera 2.277.009 

Jawa* 10.003 

Bali Nusa Tenggara 192.084 

Kalimantan 12.843.876 

Sulawesi 2.769.499 

Maluku 1.804.389 

Papua 12.126.142 

Indonesia 32.023.003 

     * Tidak termasuk dengan areal yang dikuasai oleh Perhutani 

 

Berikut ini adalah kondisi hutan alam berdasarkan tipe-tipe izin konsesi: 

1. Total luas konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di 

Indonesia sampai dengan tahun 2017 adalah 18,5 juta hektare.2 Sedangkan kondisi tutupan hutan 

alam di dalam konsesi IUPHHK-HA tersebut seluas 10,7 juta hektare. 

2. Total luas konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di 

Indonesia sampai dengan tahun 2017 adalah sekitar 10,9 juta hektare.3 Sedangkan kondisi tutupan 

hutan alam pada tahun 2017 di dalam konsesi IUPHHK-HT adalah seluas 1,8 juta hektare. 

3. Luas konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia sampai dengan tahun 2017 adalah sekitar 19 juta 

hektare.4 Sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam yang berada di dalam konsesi 

perkebunan kelapa sawit adalah seluas 2,3 juta hektare. 

                                                             
2 KLHK 2018 
3 KLHK 2018 
4 Analisis Spasial FWI, 2018 
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4. Luas konsesi pertambangan di Indonesia sampai dengan tahun 2017 adalah sekitar 36,5 juta hektare.5 

Sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam yang berada di dalam konsesi 

pertambangan adalah seluas 9,4 juta hektare. 

5. Luas areal tumpang tindih antar konsesi penggunaan lahan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan 

kelapa sawit dan pertambangan) adalah sekitar 14,7 juta hektare.6 Dari total luas areal tumpang 

tindih tersebut, 7,6 juta hektare diantaranya adalah kawasan dengan tutupan hutan alam. 

 

2.1.3 Kondisi Tutupan Hutan Alam dalam Kesatuan Hidrologis Gambut 

Pembentukan tanah gambut memerlukan waktu ribuan tahun dengan melalui proses yang sangat 

beragam antara satu tempat dengan tempat lain. Di Indonesia, proses pembentukan gambut diperkirakan 

terjadi sejak 6.800-4.200 tahun silam7.  

Ekosistem gambut berperan penting baik secara langsung sebagai tempat hidup dan penyedia pakan bagi 

makhluk hidup, serta secara ekologi sebagai penyangga sistem hidrologi dengan mengatur penyimpanan 

dan pelepasan air. Dalam hal sumber daya, ekosistem gambut juga berperan sebagai sumber daya yang 

dapat dimanfaatkan untuk kehutanan, pertanian, dan energi. Dalam skema besar perubahan iklim, 

ekosistem gambut di seluruh dunia dianggap sangat penting sebagai pengendali perubahan iklim global, 

karena mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, yaitu paling sedikit 550 gigaton dalam lapisan 

tanah organiknya8.  

Menurut Wahyunto dkk (2005)9, ekosistem gambut yang dipertahankan dan dilindungi dalam kondisi 

alami, dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyerap karbon. Sebagian besar cadangan karbon 

KHG terdapat di bawah permukaan, berupa bahan organik yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. 

Namun jika Ekosistem Gambut mengalami gangguan, maka dapat melepas cadangan karbon yang 

disimpan, dalam bentuk CO2 dan menjadi sumber gas rumah kaca. Besar kandungan karbon dalam 

Ekosistem Gambut sangat ditentukan oleh luasan dan kedalaman gambut. 

Sementara menurut Sukarman (2014), sebaran tanah gambut dipengaruhi oleh letak dan cara 

pembentukannya. Indonesia termasuk negara yang memiliki tanah gambut yang sangat luas dan menjadi 

negara keempat dengan tanah gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia, dan USA10.  

Pengertian gambut menurut PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut dibagi menjadi gambut, ekosistem gambut, dan kesatuan hidrologis gambut (KHG). Gambut 

diartikan sebagai material organik yang terdekomposisi, ekosistem gambut merupakan tatanan unsur 

gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh, sementara KHG diartikan sebagai ekosistem 

gambut yang letaknya di antara dua sungai, di antara sungai dan laut, atau pada rawa. Analisis FWI 

                                                             
5 ibid 
6 ibid 
7 Sukarman. 2014. Pembentukan & Karakteristik Gambut Tropika Indonesia  
8 Kurnia, Ayu., et al. 2015. Analisis Cadangan Karbon Tanah Gambut Pada Lahan Yang Telah Direklamasi 
9 Wahyunto, Ritung S., et al. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Bogor: 
Wetlands International.  
10 Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013 
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menunjukkan ada 23,9 juta hektare KHG di Indonesia, atau lebih dari 13% daratan Indonesia. Bentang 

KHG di Indonesia tersebar di 3 pulau besar, yaitu Sumatera, Papua, dan Kalimantan.  

 

 

Gambar 8. Persentase Luas Kesatuan Hidrologis Gambut 

 

Berdasarkan penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 201611, penyebaran terluas 

lahan gambut Sumatera terdapat di dataran sempit pantai barat Sumatera. Di Kalimantan, penyebarannya 

terdapat cukup luas di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara di wilayah Papua, penyebaran gambut yang 

luas terdapat di sepanjang dataran pantai selatan, termasuk Kabupaten Fak-fak. Sebagian juga menyebar 

di dalam lembah Sungai Mamberamo yang masuk dalam wilayah tiga kabupaten, yaitu Kabupaten 

Jayapura, Jayawijaya, dan Paniai. 

Dari 23,9 juta hektare KHG yang ada di Indonesia, hanya sekitar 39% persen yang masih memiliki tutupan 

hutan alam, atau seluar 9,2 juta hektare. Pemanfaatan KHG yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dan 

pengelolaan KHG yang tidak tepat menyebabkan kerusakan KHG, termasuk KHG di Sumatera. Pembukaan 

tutupan hutan di KHG yang disertai drainase, dapat menyebabkan mengeringnya KHG sehingga tidak 

                                                             
11 Wahyunto, Nugroho K., dan Agus F. 2016. Pembentukan Dan Karakteristik Gambut Tropika Indonesia. Jakarta: 
IAARD Press. 
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dapat kembali lagi ke fungsinya semula. Terjadi penyusutan gambut yang sangat cepat disebabkan 

dekomposisi dan pemadatan. Laju penyusutannya jauh melebihi laju pembentukannya12. 

 

Gambar 9. Tutupan Hutan Alam dalam Gambut Tahun 2017 

Gambar di atas menunjukan sebaran KHG dan tutupan hutan alam, Sumatera memiliki KHG terluas di 

Indonesia, tetapi tutupan hutan alamnya terendah dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan Papua. 

Papua dengan luasan KHG terendah yaitu 6,4 juta hektare, memiliki tutupan hutan alam yang paling tinggi, 

menutupi 80 persen KHG yang ada di Papua.  

Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, hutan di KHG dapat berfungsi menghambat perubahan iklim 

dengan cara meminimalisir jumlah emisi karbon dioksida ke udara, bila keutuhan hutan tetap terjaga. Bila 

hutan di KHG dikonversi, dan dilanjutkan dengan drainase, maka akan terjadi ledakan emisi karbon yang 

dilepaskan ke udara dari bentang KHG yang mengalami deforestasi. 

Menurut KLHK, 72 persen dari 12 juta hektare Ekosistem Gambut, atau sekitar 8,7 juta hektare, 

diindikasikan untuk Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) yang ada berada dalam Kawasan Konservasi. 

Lebih banyak lagi ia terdapat di dalam areal usaha termasuk izin-zin HTI (11,8 persen dari 12 juta ha atau 

1.426.678 ha) dan pada izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit dengan 8,8 persen atau 1.061.679 

hektare13. 

  

                                                             
12 Noor, M., Masganti, dan Agus F. 2016. Pembentukan Dan Karakteristik Gambut Tropika Indonesia. Jakarta: 
IAARD Press.  
13 Eyes on The Forest. 2019. Laporan Investigatif Eyes on the Forest. 

Tutupan Hutan Alam

Luas KHG

Sumatera Kalimantan Papua

1.440.002

2.655.124

5.141.000

9.119.629
8.350.786

6.449.071

Tutupan Hutan Alam Luas KHG
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Tabel 7. Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia Tahun 2017 

Sumber: Analisis FWI, 2019 

Dari total 9,2 juta hektare tutupan hutan alam yang ada di lahan KHG di Indonesia, 5,4 juta hektare yang 

berada di dalam fungsi lindung ekosistem gambut. Sedangkan 41 persen atau sekitar 3,8 juta hektare 

berada dalam fungsi budidaya ekosistem gambut. Keberadaan hutan alam dalam fungsi budidaya 

ekosistem gambut bisa terancam oleh aktivitas pembukaan lahan maupun ekstraksi kayu. Hilangnya 

tutupan hutan alam di atas wilayah gambut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem gambut. Detail 

sebaran kondisi tutupan hutan alam dalam KHG dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

2.2 Kehilangan Hutan (Deforestasi)  

Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang 

korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa 

dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi14.  Pertumbuhan industri pengolahan kayu 

dan perkebunan di Indonesia terbukti sangat menguntungkan selama bertahun tahun, dan 

keuntungannya digunakan oleh rezim Pemerintahan Soeharto sebagai alat untuk memberikan 

penghargaan dan mengontrol teman-teman, keluarga dan mitra potensialnya (FWI, 2001).   

Kombinasi kebijakan desentralisasi dan pasar keuangan global telah mendorong deforestasi berbasis 

perusahaan di Indonesia selama dua dekade terakhir (Casson. 2000; Jepson dkk. 2001; Rudel dkk. 2009). 

Pada akhir tahun 1980-an, sebidang besar hutan dialokasikan oleh Pemerintahan Orde Baru kepada 

konglomerat yang kuat untuk melakukan penebangan atau pengembangan pertanian (Holmes 2002; 

Rudelet al. 2009). Sejak jatuhnya rezim Pemerintahan Soeharto, serangkaian undang-undang 

desentralisasi yang disahkan pada tahun 2001 memberikan otonomi lebih besar kepada otoritas tingkat 

kabupaten untuk mengalokasikan konsesi industri di atas lahan berhutan untuk penebangan, eksplorasi 

minyak dan gas, kegiatan pertambangan, dan ekspansi perkebunan (khususnya perkebunan serat dan 

kelapa sawit) (Casson 2000; Jepson et al. 2001; Burgess et al. 2012).  

tŜƴƎŜƭƻƭŀŀƴ Ƙǳǘŀƴ ȅŀƴƎ άǎŀƭŀƘέ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ǇŜƴȅŜōŀō ǳǘŀƳŀ ƪŜǊǳǎŀƪŀƴ Ƙǳǘŀƴ ǎŜƭŀƳŀ ǊŜȊƛƳ 

Pemerintahan Soeharto. Pada rezim ini para perencana ekonomi mengambil langkah singkat untuk 

membangun ekonomi Indonesia yang lemah dan menciptakan kerangka kerja legal yang memungkinkan 

perusahaan swasta untuk memanen dan mengekspor kayu. Sumatera dan Kalimantan adalah target 

pertama dalam eksploitasi hutan karena keduanya mempunyai persediaan spesies pohon bernilai 

ekonomi tinggi yang paling banyak dan terletak paling dekat dengan pasar Asia. Pembangunan HPH pada 

mulanya dimaksudkan untuk mempertahankan lahan-lahan hutan sebagai hutan produksi permanen, 

                                                             
14 FWI. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia 

Pulau Bukan Hutan 
Tutupan Hutan Alam 2017 9 (Ha) 

Total KHG (Ha)  
Fungsi Budidaya E.G. Fungsi Lindung E.G. 

Sumatera  7.679.627  448.828 991.173 9.119.629 

Kalimantan  5.695.661  809.211 1.845.913 8.350.786 

Papua  1.308.071  2.530.206 2.610.794 6.449.071 

Total KHG 14.683.359 3.788.246 5.447.880 23.919.485 
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sistem konsesi ini sebenarnya malah menjadi penyebab utama dari deforestasi dan degradasi hutan (PKHI, 

2001). 

Pasca Reformasi kerusakan dalam skala luas masih tinggi terjadi.  Salah satu penyebab terjadinya 

kerusakan hutan dipandang banyak pihak karena belum ada kebijakan kehutanan di Indonesia yang tepat 

untuk membuat sistem pengelolaan hutan tersebut menuju ke arah hutan lestari. Banyak sudah 

perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada era reformasi tetapi kebijakan-kebijakan tersebut 

tidak mampu menyelesaikan masalah, sehingga yang terjadi hanya satu proses memproduksi kebijakan 

kehutanan secara besar-besaran tetapi semuanya tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang ada dalam sektor kehutanan di Indonesia (San Afri Awang, 2007). 

Berbagai kebijakan pengelolaan hutan lestari untuk meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang telah 

dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru 

(PIPPIB) atau moratorium hutan alam primer dan gambut. Upaya lainnya dilakukan melalui penerapan 

kebijakan alokasi dan prinsip-prinsip tata kelola hutan, yang mendorong alokasi akses kelola bagi 

masyarakat, seperti program Perhutanan Sosial dan tanah obyek reforma agraria, serta penerapan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sistem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 

  

 

2.2.1 Deforestasi Hutan Alam dalam Kawasan Hutan 

Analisis FWI berdasarkan hasil penafsiran citra satelit di Indonesia menunjukkan bahwa deforestasi pada 

periode 2013-2017 diperkirakan masih mencapai angka kurang lebih 5,7 juta hektare. Deforestasi dalam 

kawasan hutan juga masih terus terjadi di Indonesia, tidak terkecuali pada kawasan hutan yang ditetapkan 

sebagai kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi. Dalam Tabel 8 dapat dilihat bahwa masih terjadi 

deforestasi di Hutan lindung di Indonesia sebesar 850,28 ribu hektare atau sekitar 15 persen dari total 

deforestasi yang terjadi. Kawasan Konservasi juga mengalami deforestasi sebesar 544,08 ribu atau sekitar 

10 persen dari total deforestasi yang terjadi. 

 

Tabel 8. Deforestasi periode 2013-2017 di dalam Kawasan Hutan dan APL 

Fungsi Kawasan 
Deforestasi 
2013-2017 

(Ha) 

Persentase 
Deforestasi 

total 

Luas Hutan 
Alam 2017 

(ha) 

Wilayah 
Bukan Hutan 

(Ha) 

Luas Daratan 
(Ha) 

Hutan Lindung 850.276 15 % 22.340.406 6.343.416 29.534.097 

Hutan Produksi 1.238.463 22 % 13.628.524 14.731.678 29.598.665 

Hutan Produksi Terbatas 896.295 16 % 20.215.236 5.847.419 26.958.951 

Hutan Produksi Konversi 576.645 10 % 5.404.805 5.974.514 11.955.964 

Kawasan konservasi 544.086 10 % 16.211.821 5.064.068 21.819.975 

APL 1.618.022 28 % 5.031.706 64.102.317 70.752.044 

Grand Total 5.723.787 100 % 82.832.498 102.063.411 190.619.696 
Sumber: Analisis FWI, 2019 
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Deforestasi berdasarkan status fungsi kawasannya secara berturut dari yang terbesar adalah sebagai 

berikut: Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1,62 juta hektare, Hutan Produksi (HP) seluas 1,24 juta 

hektare, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 896 ribu hektare, Hutan Lindung (HL) seluas 850 ribu 

hektare, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 576 ribu hektare, dan Kawasan Konservasi seluas 544 ribu 

hektare. 

 

2.2.2 Deforestasi Hutan Alam dalam Konsesi 

Pada Tabel 9 memperlihatkan luas deforestasi hutan alam pada periode 2013-2017 pada areal konsesi 

HPH, HTI, tambang, kebun kelapa sawit, dan di luar areal konsesi. Total keseluruhan wilayah yang 

terdeforestasi di dalam dan di luar areal konsesi adalah 5,7 juta hektare. Deforestasi di dalam konsesi 

menyumbang sekitar 49 persen dari total deforestasi. Areal yang tumpang tindih antar konsesi merupakan 

areal yang menyumbang deforestasi terbesar yang terjadi di dalam konsesi yaitu sekitar 787 ribu hektare.   

 

Tabel 9. Luas Deforestasi periode 2013-2017 di dalam Konsesi 

 Luas Deforestasi di dalam Konsesi (dalam hektare)  

Pulau 

Tumpang 
Tindih 
antar 

Konsesi 

HPH HTI Tambang 
Kebun 
Kelapa 
Sawit 

Total 
Deforestasi 
Luar Konsesi 

(Ha) 

Sumatera 27.524 45.537 127.823 74.714 65.402 341.000 631.906 

Jawa - - - 4.120 - 4.120 125.920 

Bali Nusra 7.034 3.153 8.592 33.179 47 52.005 332.005 

Kalimantan 611.060 196.657 124.700 176.798 313.661 1.422.876 629.144 

Sulawesi 58.025 21.167 34.365 289.692 10.362 413.611 535.527 

Maluku 51.814 99.913 5.066 89.545 10.062 256.400 287.166 

Papua 31.783 34.075 28.191 39.398 186.997 320.444 371.663 

Total 787.240 400.502 328.737 707.446 586.531 2.810.456 2.913.331 

Total Deforestasi  5.723.787 

Sumber: Analisis FWI, 2019 

 

Hampir dari setengah luas deforestasi di dalam konsesi terjadi di Pulau kalimantan yaitu seluas 1,42 juta 

hektare. Deforestasi di Pulau Kalimantan terbesar terjadi di wilayah tumpang tindih antar konsesi yaitu 

seluas 611 ribu hektare disusul deforestasi di dalam konsesi perkebunan yaitu 313 ribu hektare.  

Berdasarkan tipe izinnya, untuk seluruh Indonesia, deforestasi terbesar terjadi pada areal konsesi 

tambang yaitu seluas 707 ribu hektare.  Sedangkan deforestasi pada areal konsesi perkebunan kelapa 

sawit seluas 586 ribu hektare, HPH seluas 400 ribu hektare dan HTI seluas 328 ribu hektare. 
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2.2.3 Deforestasi Hutan Alam dalam Gambut 

Lahan gambut berperan penting untuk alam dan kehidupan masyarakat. Kerusakan lahan gambut 

berdampak besar tidak hanya bagi lingkungan setempat, namun juga lingkungan sekitarnya. Perusakan 

terhadap gambut tropis di Indonesia dimulai sejak abad ke-20. Pada tahun 1956 ς 1958, masa 

kepemimpian Soekarno, pemerintah telah melakukan Proyek Perluasan Sawah di Daerah Rawa di 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Proyek tersebut tidak berjalan baik karena kondisi ekonomi 

politik pada masa tersebut, namun lahan gambut terlanjur dibuka. Dilanjutkan pada periode 1967-1983, 

Presiden Soeharto menggagas Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) di wilayah Kalimantan 

dan Sumatera, yang diintegrasikan dengan program transmigrasi. Seluas 2 juta hektare lahan gambut 

dibuka untuk ditanami tanaman pangan yaitu padi15. Pembukaan lahan gambut pada masa ini, terutama 

di Sumatera dan Kalimantan, banyak dilakukan untuk kegiatan perkebunan, terutama perkebunan kelapa 

sawit.  

Kerusakan gambut terjadi diakibatkan oleh alih fungsi lahan, pengeringan lahan dan pembalakan liar16. 

Ketika terjadi pembukaan hutan yang dilakukan dalam skala besar, maka tidak ada lagi tutupan hutan, 

lahan gambut langsung terpapar cahaya matahari. Material karbon di dalam lahan gambut menjadi kering 

dan ketinggian tanah semakin berkurang. Oksigen yang mulai bersirkulasi mengubah karbon menjadi 

karbon dioksida dan terlepas ke udara sehingga mempercepat laju kenaikan suhu bumi dan menimbulkan 

dampak negatif bagi kehidupan di bumi.17  

Berdasarkan analisis FWI, kerusakan hutan atau deforestasi yang terjadi di Kawasan Hidrologis Gambut 

pada periode 2013-2017 mencapai luas 1,03 juta hektare dengan 0,6 juta diantaranya berada di dalam 

fungsi lindung dan 0,4 juta hectare berada di dalam fungsi budidaya. Tabel 10 menunjukkan bahwa 

deforestasi yang terjadi di KHG, baik di dalam fungsi lindung dan fungsi budidaya, terbesar berada di 

Kalimantan lalu Sumatera dan terakhir Papua.  

Tabel 10. Deforestasi pada Kesatuan Hidrologis Gambut di dalam Fungsi Budidaya dan Fungsi Lindung Periode Tahun 2013-
2017 

Pulau Deforestasi 2013-2017 
Total Lahan 

Gambut 

Fungsi Budidaya E.G. Fungsi Lindung E.G.  

Sumatera 128.127 221.707 9.119.629 

Kalimantan 203.748 323.384 8.350.786 

Papua 92.116 58.704 6.449.071 

Total Lahan Gambut 423.991 603.795 23.919.485 

       Sumber: Analisis FWI, 2019 

                                                             
15 Wahyunto, S. Ritung, Suparto, H. Subagjo. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan 
Kalimantan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International ς Indonesia 
Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. 
16 ibid 
17 ibid 
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Gambar 10. Konsesi dalam KHG di Tiga Region 

Dari data hasil analisis FWI di atas, seluas 8,5 juta hektare KHG di Indonesia telah dibebani oleh izin HPH, 

HTI, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Bahkan terdapat wilayah KHG yang berada di areal yang 

tumpang tindih antar konsesi. Tiga puluh enam persen wilayah KHG yang di kuasai oleh konsesi, 

didominasi oleh perkebunan kelapa sawit.  

Di Sumatera luas KHG mencapai 9,1 juta, wilayah KHG yang dibebani izin sekitar 41 persen atau seluas 3,8 

juta hektare. Di Kalimantan luas KHG mencapai 8,4 juta hektare, sekitar 37 persen wilayah KHG telah 

dibebani izin. Luas KHG di Sumatera yang telah dibebani izin seluas 3,76 juta hektare, HPH seluas 239,8 

ribu, HTI seluas 1,89 juta hektare, perkebunan kelapa sawit 1,33 juta hektare, tambang 162,6 ribu hektare 

dan terdapat tumpang tindih seluas 137 ribu hektare, Izin terluas di wilayah KGH region Sumatera adalah 

HTI. Luas KHG yang telah dibebani izin di Kalimantan sekitar 3,1 juta hektare. HPH seluas 117,6 ribu, HTI 

seluas 395,4 ribu hektare, perkebunan kelapa sawit 1,8 juta hektare, tambang 236 ribu hektare dan 

terdapat tumpang tindih seluas 516,8 ribu hektare. Izin terluas di KHG region Kalimantan adalah 

perkebunan kelapa sawit. Dan di Papua wilayah KHG yang dibebani izin seluas 1,67 juta hektare HPH 

seluas 629,9 ribu, HTI seluas 93,7 ribu hektare, perkebunan kelapa sawit 511 ribu hektare, tambang 318,4 

ribu hektare dan terdapat tumpang tindih seluas 112,7 ribu hektare. Izin terluas di KHG region Papua 

adalah HPH. 

Data deforestasi di dalam konsesi pengusahaan kehutanan, perkebunan, dan tambang yang dianalisis oleh 

FWI menunjukkan bahwa dari satu juta hektare luas wilayah KHG yang terdeforestasi, empat puluh tiga 

persennya disumbang oleh deforestasi di dalam konsesi. Sebaran deforestasi tertinggi berada di 

perkebunan kelapa sawit seluas 207 ribu hektare, kemudian deforestasi di dalam HTI seluas 111,9 ribu 

hektare, di dalam HPH seluas 41,8 ribu hektare dan di dalam tambang seluas 22,4 ribu hektare, dan di 

dalam tumpeng tindih izin seluas 53,9 ribu hektare. 
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Tabel 11. Deforestasi di KHG dalam Konsesi 

Pulau 

Deforestasi di Lahan Gambut 

Tumpang Tindih HPH, HTI, 

Perkebunan Kelapa Sawit 

dan Tambang 

HPH HTI 
Perkebunan kelapa 

Sawit 
Tambang 

Total Deforestasi oleh 

Konsesi di Lahan Gambut 
Di luar konsesi 

Sumatera 4.330 27.084 79.858 54.963 2.551 168.787 181.047 

Kalimantan 47.689 7.671 24.329 126.146 16.671 222.506 304.627 

Papua 1.927 7.046 7.680 26.390 3.157 46.201 104.619 

Total 53.946 41.800 111.868 207.499 22.380 437.493 590.293 

 Sumber: FWI, 2018 

 

2.2.4 Deforestasi Hutan Alam di dalam Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) 

 

Sejak tahun 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2011 tentang 

penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut 

atau lebih dikenal oleh public sebagai moratorium hutan. Inpres ini merupakan bagian dari kerja sama 

Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak (LoI) yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 2010. 

Moratorium ini dilaksanakan setiap dua tahun, pertama melalui Inpres No.10 Tahun 2011, kemudian 

diperpanjang lewat Inpres No.6 Tahun 2013, Inpres No.8 Tahun 2015, Inpres No.6 Tahun 2017. Instruksi 

Presiden Nomor 6/2017 berakhir 17 Juli 2019. Pada tahun 2019 Pemerintah mengeluarkan Inpres no 

5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer 

dan Lahan Gambut, meskipun kebijakan penundaan pemberian izin baru telah dipermanenkan menjadi 

penghentian pemberian izin baru, tetapi wilayah hutan alam primer dan lahan gambut yang dilindungi 

masih bisa berubah karena Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) memungkinkan untuk 

direvisi setiap 6 bulan sekali. 

Pada tahun 2017, Sedikitnya 2,7 juta hektare hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 

kali luas Pulau Bali berkurang selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru 

dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Pada periode yang sama, setiap 

tahunnya 28 % titik api telah menghancurkan kawasan hutan yang dilindungi dalam peta Moratorium18. 

Tahun 2019, Kebijakan moratorium izin hutan primer dan lahan gambut sudah memasuki ke delapan 

tahun. Beberapa catatan mengenai kebijakan ini, pertama sebagai sebuah instruksi presiden tidak 

memiliki konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan. Kedua mengabaikan hutan sekunder19 yang memiliki 

                                                             
18 Siaran Pers Evaluasi 6 Tahun Moratorium Hutan: Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial 
Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi. 2017. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Penyelamatan 
Hutan Indonesia dan Iklim Global 
19 Hutan Sekunder seluas 34 juta hektare. Media Brief Greepeace, 8 Agustus 2019. 
https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-
dilindungi-oleh-moratorium/) 
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tutupan hutan yang masih bagus. Ketiga, inpres ini juga mencakup hutan lindung dan konservasi yang 

sebenarnya sudah dilindungi undang-undang20. Keempat, inpres belum mencegah terjadinya deforestasi 

di wilayah PPIB. Kelima, membuat berbagai pengecualian yang melemahkan tujuan moratorium. Seperti 

izin-izin yang sudah ada dan telah mendapatkan persetujuan prinsip, pembangunan yang bersifat vital 

yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk program kedaulatan pangan 

nasional, antara lain padi, tebu, jagung, sagu, kedelai dan singkong21, perpanjangan izin, restorasi 

ekosistem, jalur evakuasi bencana alam, penyiapan pusat pemerintahan/pemerintahan daerah, proyek 

strategis nasional (mengacu Perpres) dan kepentingan pertahanan keamanan serta penunjang 

keselamatan umum.  

Tabel 12. Deforestasi di dalam Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) Tahun 2017 

Pulau 

Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru Tahun 2017 
Luas PPIB22 Luas Daratan 

Bukan Hutan Deforestasi 2013-2017 Hutan Alam 2017 

Sumatera               4.901.691                          386.278                         7.394.278            12.682.247            47.059.162  

Jawa                  342.452                            61.941                            322.147                 726.540            16.351.423  

Bali Nusa                  335.997                            81.562                            420.376                 837.936              7.160.447  

Kalimantan               3.187.056                          378.189                       10.891.244            14.456.490            53.067.791  

Sulawesi               1.201.547                          307.179                         5.442.039              6.950.765            18.391.419  

Maluku dan Maluku Utara                  329.114                          118.578                         1.770.598              2.218.289              7.948.933  

Papua               3.460.416                          308.189                       22.488.874            26.257.479            40.640.520  

Total             13.758.274                       1.641.916                       48.729.556            64.129.747          190.619.696  

Sumber: FWI, 2018 

Berdasarkan data spasial PPIB revisi XIII23, Tabel 12 menunjukan luas wilayah moratorium seluas 64, 1 juta 

hektare atau sekitar 34 persen dari luas seluruh daratan Indonesia. Hasil analisis wilayah PPIB dengan data 

tutupan hutan FWI tahun 2017 menunjukkan 48,7 juta hektare atau sekitar 59 persen dari hutan alam di 

                                                             
20 Luas Hutan Lindung 29,7 juta hectare dan Luas Hutan Konservasi 27,4 juta hektare Sumber: Status Hutan dan 
Kehutanan Indonesia 2018. Halaman 7-8. KLHK 2017. *data sampai Desember 2017. Jika di jumlah luas kawasan 
hutan lindung dan konservasi seluas 57.1 juta hektare. Sedangkan luas hutan primer dan gambut yang masuk 
kedalam peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) seluas 66 juta hektare. Bisa dikatakan 86 persen area 
yang masuk moratorium PIPPIB memang sudah termasuk kawasan  
Media Brief Greenpeace, 8 Agustus 2019. (https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-
deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium/) 
21 Terdapat penambahan komoditas jagung, sagu, kedelai dan singkong dilakukan pada masa pemerintahan Joko 

Widodo. Komoditas singkong baru ditambahkan pada Inpres 5/2019 
22 Analisis spasial PPPIB revisi 13 
23 Wilayah PPIB pertama kali di rilis oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2011 adalah 69.144.073 hektare (SK 
323 Menhut-II/2011 tertanggal 20 Juni 2011) kemudian Inpres ini mengalami beberapa kali revisi, pada tahun 2018 
luas wilayah PPIB revisi XV berkurang menjadi 66.119.100 hektare (SK 8559/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 
tertanggal 17 Desember 2018). Dan sampai bulan Juli 2019, Inpres ini sudah revisi sebanyak 15 kali. Pada Tahun 2020 
KLHK melalui siaran pressnya dengan Nomor: SP. 163/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020 merilis PIPPIB Hutan Alam Primer 
dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I disusun berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru 
(PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019 dengan mengakomodir pemutakhiran data pada 6 
(enam) bulan terakhir menjadi seluas 66,3 juta hektare.  
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Indonesia yang terliput oleh kebijakan PPIB. Meskipun demikian kebijakan PIPIB belum sepenuhnya 

mampu menjamin tidak terjadinya deforestasi di Indonesia.  

Dalam kurun waktu 2013-2017 deforestasi di wilayah PPIB masih saja terjadi. Sekitar 1, 6 juta hektare 

hutan alam dalam wilayah PPIB telah terdeforestasi. Sumatera menempati wilayah tertinggi untuk 

deforestasi di wilayah PPIB yaitu sekitar 386 ribu hektare, lalu Kalimantan 378 ribu hektare, Papua 308 

ribu hektare, Sulawesi 307,2 ribu hektare, Maluku dan Maluku Utara 118,5 hektare, Bali Nusa 81,5 ribu 

hektare, Jawa 61,9 ribu hektare. 

Tabel 13. Deforestasi di Kawasan Hutan dalam Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru Tahun 2017 

Fungsi Kawasan 
Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru Tahun 2017 

Total Luas Daratan 
Bukan Hutan Deforestasi 2013-2017 Hutan Alam 2017 

Kawasan Konservasi               4.792.730                          515.621                       15.967.274            21.275.625            21.819.975  

Hutan Lindung               5.575.734                          761.271                       21.884.965            28.221.970            29.534.097  

Hutan Produksi                  686.024                          106.140                         2.732.871              3.525.035            29.598.665  

Hutan Produksi Terbatas                  586.117                            78.348                         5.549.794              6.214.258            26.958.951  

Hutan Produksi Konversi                  666.511                            97.678                         1.925.196              2.689.386            11.955.964  

APL               1.451.159                            82.857                            669.456              2.203.472            70.752.044  

Total             13.758.274                       1.641.916                       48.729.556            64.129.747          190.619.696  

Sumber: FWI, 2018 

Deforestasi yang terjadi di wilayah PPIB menyumbang sekitar 28 persen dari total deforestasi di Indonesia. 

Analisis FWI juga menunjukkan bahwa deforestasi di wilayah PPIB lebih banyak terjadi di dalam kawasan 

lindung dan konservasi yaitu sekitar 1,2 juta atau sekitar 78 persen dari total deforestasi di wilayah PPIB.  

Selain sebagai perlindungan wilayah berhutan alam, PPIB juga dimaksudkan untuk melindungi lahan 

gambut. Permasalahan dalam pengelolaan Ekosistem Gambut menuntut penguatan regulasi untuk 

memastikan upaya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada tanggal 20 Maret 2019 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan PermenLHK Nomor P.10/2019 tentang 

Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG). Peraturan ini bertujuan menguatkan upaya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. 

Walaupun permen ini untuk menguatkan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, tetapi 

dalam aturan ini terdapat pasal yang menyebutkan lahan gambut yang masuk dalam fungsi lindung masih 

bisa dimanfaatkan dengan memperhatikan fungsi hidrologis. Aturan ini juga memperbolehkan 

perusahaan sawit dan HTI untuk terus mengeksploitasi ekosistem gambut dengan fungsi lindung hingga 

jangka waktu izin berakhir apabila lokasinya berada di luar puncak kubah gambut. 
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Data FWI menunjukkan sekitar 10,8 juta hektare KHG berada di dalam wilayah PPIB, dan sekitar 5,9 juta 

hektare diantaranya berupa hutan alam. FWI juga menemukan KHG diluar PPIB seluas 13,1 juta hektare 

dan sekitar 3,2 juta hektare diantaranya adalah hutan alam. Sementara itu deforestasi di wilayah PPIB 

yang beririsan dengan KHG paling tinggi terjadi di Kalimantan yaitu seluas 263 ribu hektare, yang kedua di 

Sumatera seluas 144 ribu hektare terakhir di Papua seluas 96 ribu. 

Tabel 14. Deforestasi Wilayah PPIB di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 

Pulau Wilayah PPIB di KHG 
Total Wilayah PPIB di 

dalam KHG 

Tutupan 
Hutan 2017 
di KHG  di 
luar PPIB  

Total KHG 
Bukan Hutan Deforestasi 2013-2017 

Tutupan Hutan 
Alam 2017 

Sumatera               1.974.863               144.225                        746.960                         2.866.048        693.041  9.119.629 

Kalimantan               1.731.806                263.162                    1.549.530                         3.544.498     1.105.594  8.350.786 

Papua                  622.251                    96.649                     3.683.967                         4.402.868     1.457.033  6.449.071 

Total               4.328.920               504.035                     5.980.458                       10.813.413     3.255.668  23.919.486 

Sumber: FWI,2018 
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Kotak 2. Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah 

Secara harfiah, deforestasi bisa diartikan sebagai kehilangan hutan. Sehingga sangat penting untuk mendudukkan 

kembali definisi hutan sebagai dasar dalam memahami deforestasi. Di dalam Undang-undang kehutanan, 

disampaikan bahwa hutan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada 

bangsa Indonesia. Sebuah anugerah yang tidak ternilai, karena hutan telah tumbuh dan berkembang secara alami 

di daratan Indonesia tanpa bangsa ini harus berupaya untuk menanam ataupun memeliharanya. Lebih lanjut 

disebutkan dalam Undang-ǳƴŘŀƴƎ bƻ пм ǘŀƘǳƴ мффф ǇŀŘŀ Ǉŀǎŀƭ ǎŀǘǳ ŀƴƎƪŀ ŘǳŀΣ άƘǳǘŀƴ ŀŘŀƭŀƘ ǎǳŀǘǳ ƪŜǎŀǘǳŀƴ 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipƛǎŀƘƪŀƴΦέ 5ŜƴƎŀƴ ŘŜƳƛƪƛŀƴΣ 

mendefinisikan hutan seyogyanya tidak hanya mengartikannya hanya sebagai sekumpulan pepohonan, tetapi juga 

peran dan fungsinya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan bahkan juga menjadi ruang 

hidup bagi seluruh makhluk hidup tidak terkecuali manusia.  

Sehubungan dengan isu perubahan iklim global, bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim melalui Undang Undang No 6 tahun 1994. Dan bahwa 

kegiatan aforestasi dan reforestasi mempunyai kontribusi terhadap penyerapan karbon dioksida untuk 

menurunkan efek rumah kaca melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB). Melalui Permenhut no 14 tahun 

2004 tentang Aforestasi dan Reforestasi dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB), hutan 

didefinisikan sebagai lahan yang luasnya minimal 0,25 ha dan ditumbuhi oleh pohon dengan persentasi penutupan 

tajuk minimal 30% yang pada akhir pertumbuhan mencapai ketinggian minimal 5 meter. Definisi ini secara teknis 

lebih operasional dalam rangka mengidentifikasi tutupan hutan dan menghitung besaran stok karbon, serapan 

karbon dan juga emisi karbon, bahkan untuk skala luas sekalipun dengan menggunakan teknik penginderaan jauh.  

Terkait dengan deforestasi, definisi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini merujuk pada Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 70 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan reducing 

emissions from deforestation and forest degradation, role of conservation, sustainable management of forest and 

enhancement of forest carbon stocks. Dalam aturan tersebut, deforestasi didefinisikan sebagai perubahan secara 

permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang kemudian dibagi menjadi Deforestasi Gross dan 

Deforestasi Nett. Deforestasi Gross adalah perubahan secara permanen tutupan hutan alam tanpa 

memperhitungkan pertumbuhan kembali (regrowth) dan atau pembuatan hutan tanaman. Deforestasi Nett 

adalah perubahan secara permanen tutupan hutan, dengan memperhitungkan pertumbuhan kembali (regrowth) 

dan/atau pembuatan hutan tanaman. Dan didefinisikan juga mengenai degradasi hutan sebagai penurunan 

kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu. 

Pendefinisian hutan dan deforestasi dalam dua (2) Peraturan Menteri bidang kehutanan tersebut, sangat tepat 

relevansinya untuk melihat hutan dan perubahannya sebagai bagian dari pengurangan emisi. Dan hal ini secara 

eksplisit dinyatakan dalam diktum menimbang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 

70 tahun 2017. Disebutkan bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29% (dua puluh 

sembilan persen) (unconditional) sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) (conditional) dibandingkan 

dengan Bussines as Usual - BAU pada Tahun 2030 dilaksanakan melalui kegiatan mitigasi diantaranya bidang 

Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (Land Use, Land Use Change and Forestry). 

Dan bahwa aksi mitigasi di sektor kehutanan dilaksanakan melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan 

degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan. 
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Bagaimana Angka Resmi Deforestasi Pemerintah? 

Laju deforestasi hutan Indonesia pada periode tahun 1985-1998 tidak kurang dari 1,6 - 1,8 juta hektar per tahun 

(Dephutbun, 2000). Pada tahun 2000, laju deforestasi meningkat menjadi paling tidak 2 juta hektare per tahun 

(FWI/GFW, 2001). Menurut KLHK, Selama Orde Reformasi sampai saat ini deforestasi semakin menurun, pada tahun 

2016-2017 berada di angka 0,48 juta hektare. 

Dalam beberapa tahun terakhir, KLHK melakukan pembaharuan data dan mempublikasikan angka deforestasi per 

tahun, tentunya dengan definisi deforestasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan nomor 70 tahun 2017. Data resmi menunjukkan bahwa pada periode 2013-2014 deforestasi turun 

ke angka 0,4 juta hektar per tahun setelah pada periode sebelumnya berada pada angka 0,73 juta hektar per tahun. 

Angka deforestasi kemudian naik pada periode 2014-2015 menjadi 1,09 juta hektare per tahun lalu turun menjadi 

0,63 juta hektare per tahun pada periode 2015-2016 dan turun kembali ke angka 0,48 juta hektare per tahun pada 

periode 2016-2017 (Gambar 11). 

 

Gambar 11. Angka Deforestasi Menurut KLHK 

 

FWI kemudian menggali lebih dalam dengan menggunakan data yang sama untuk mengetahui bagaimana definisi 

deforestasi hutan alam, deforestasi bruto dan deforestasi netto bekerja secara operasional.  

 

Gambar 12. Deforestasi Hutan Alam, Bruto dan Netto Tahun2013-2017 Berdasarkan data KLHK 
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Tabel 15. Persentase Perubahan Deforestasi Periode 2013-2017 

Definisi Deforestasi 2013 ς 2014 2014 ς 2015 2015-2016 2016 ς 2017 

Deforestasi Hutan Alam*      

Angka deforestasi (x 1000 hectare) 331,8 749,9 776,5 632,9 

Selisih deforestasi (tahun ke n ς tahun sebelumnya) (x 1000 hectare)              -            418,1            26,6          (143,6) 

Persentase perubahan Baseline awal 126 % 4 % -18 % 

     

Deforestasi Bruto     

Angka deforestasi (x 1000 hectare) 568,1 1.223,6 819,7 663,4 

Selisih deforestasi (tahun ke n ς tahun sebelumnya) (x 1000 hectare) - 655,5 (403,9) (156,3) 

Persentase perubahan Baseline awal 115% -33% -19% 

     

Deforestasi Netto     

Angka deforestasi (x 1000 hectare) 397,5 1.092,2 629,1 480 

Selisih deforestasi (tahun ke n ς tahun sebelumnya) (x 1000 hectare)             -           694,7        (463,1)         (149,1) 

Persentase perubahan Baseline awal 175 % -42 % -24 % 

Keterangan: * Deforestasi yang terjadi pada hutan alam. Hutan alam sendiri adalah penjumlahan dari hutan primer dan 

sekunder tanpa memasukkan data hutan tanaman berdasarkan klasifikasi penutupan lahan data KLHK. 

Berdasarkan Gambar 12 dan Tabel 15, dengan pendekatan definisi deforestasi hutan alam, angka deforestasi 

pada hutan alam mengalami peningkatan sekitar 126 persen pada periode 2014-2015. Lalu, angka deforestasi 

pada hutan alam kembali mengalami peningkatan sekitar 4 persen pada periode 2015-2016. Dan baru pada 

periode 2016-2017, angka deforestasi turun sekitar 18 persen dibanding dengan periode tahun sebelumnya. 

Untuk menggunakan pendekatan definisi deforestasi bruto. Angka deforestasi bruto mengalami peningkatan 

sebesar 115 persen pada periode 2014-2015. Lalu angka tersebut turun sebesar 33 persen pada periode 2015-

2016. Pada periode 2016-2017 deforestasi kembali turun dengan persentase sebesar 19 persen. Sedangkan bila 

menggunakan pendekatan definisi deforestasi netto, angka deforestasi netto mengalami peningkatan sekitar 

175 persen pada periode 2014-2015. Lalu angka tersebut turun sebesar 42 persen pada periode 2015-2016. 

Pada periode 2016-2017 deforestasi kembali turun dengan persentase sebesar 24 persen.  

Pendekatan definisi deforestasi hutan alam, bruto dan netto menunjukkan perbedaan angka deforestasi yang 

terjadi. Perbedaan juga terjadi pada pola perubahan deforestasi dimana angka deforestasi pada hutan alam baru 

menunjukkan penurunan setelah tahun terakhir dalam 4 tahun periode analisis. Sedangkan untuk angka 

deforestasi bruto dan netto sudah menunjukkan penurunan setelah periode tahun ke 3. 

 

Gambar 13. Perbandingan deforestasi hutan alam dan deforestasi netto 
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Gambar 13 menunjukkan perbandingan pergerakan angka deforestasi antara deforestasi hutan alam, 

deforestasi bruto dan deforestasi netto. Secara linier terlihat bahwa grafik deforestasi bruto dan netto terus 

mengalami penurunan, sedangkan grafik untuk deforestasi hutan alam menunjukkan hal berkebalikan yaitu 

kenaikan. 

Sebagaimana diketahui dalam pendefinisian hutan, pro dan kontra juga terjadi untuk kelas hutan tanaman. 

Berdasarkan definisi hutan dalam UU 41/1999, hutan dipandang sebagai sebuah ekosistem dan tidak dibedakan 

sebagai hutan alam maupun hutan tanaman. Hal tersebut bisa jadi merupakan basis argumentasi untuk 

memasukkan hutan tanaman sebagai bagian dari hutan. Sedangkan pandangan lain menyebutkan bahwa hutan 

tanaman tidak ubahnya seperti perkebunan kayu, karena hutan tanaman merupakan hasil budidaya manusia 

dengan menanam jenis pohon yang homogen dalam skala luas. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, penting 

kemudian untuk mendudukkan ulang hutan alam dan hutan tanaman sebagai entitas yang berbeda dari hutan 

dan karena ini juga penting sebagai bagian dari analisis untuk menelisik deforestasi di Indonesia lebih dalam. 

 

Gambar 14. Perbandingan Deforestasi dan Reforestasi pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman  

 

Gambar 15. Perbandingan Deforestasi dan Reforestasi pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman dalam Persen 

Dari Gambar 14, terlihat bahwa deforestasi di Indonesia dalam periode 2013-2017 sebagian besar dialami oleh 
hutan alam. Sedangkan untuk reforestasi, pada 2 tahun awal periode tersebut didominasi oleh reforestasi yang 
terjadi pada hutan tanaman dan baru pada 2 tahun berikutnya reforestasi hutan alam yang lebih dominan. 
Sedangkan pada Gambar 15, lebih jelas menunjukkan proporsi hutan alam yang ter-deforestasi dan ter-
reforestasi. Yang menarik bila dilihat dari proporsinya deforestasinya, persentase deforestasi hutan alam terus 
mengalami kenaikan dari tahun ketahun, meski dari segi luasan deforestasinya terlihat pola kenaikan pada 
tahun ke 2 dan menurun setelahnya.  
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Berdasarkan hasil pembahasan diatas, pada periode 2013-2017, rata-rata deforestasi hutan alam di Indonesia 

berada di angka 650 ribu hektare pertahun. Lalu dengan menggunakan pendekatan definisi deforestasi bruto 

dan netto menunjukkan adanya pola perubahan deforestasi yang sama meski besaran persentase kenaikan 

maupun penurunan deforestasinya berbeda. Angka deforestasi pada keduanya sama sama mengalami kenaikan 

pada tahun ke 2 dan terus turun setelahnya. Sedangkan bila menggunakan pendekatan deforestasi hutan alam, 

pola perubahan deforestasi terus mengalami kenaikan hingga tahun ke 3 dan baru mengalami penurunan pada 

tahun ke 4.  

Selain itu dengan membandingkan persentase deforestasi pada hutan alam dan hutan tanaman, meski dari segi 

jumlahnya luasannya menurun, terlihat bahwa deforestasi dominan terjadi pada hutan alam dan cenderung 

terus mengalami kenaikan dari awal periode tahun analisisnya. 

Temuan lain dari analisis deforestasi tersebut adalah adanya kejanggalan atas perubahan angka deforestasi dan 

reforestasi pada hutan tanaman. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 7, terlihat bahwa deforestasi dan 

reforestasi pada hutan tanaman dalam periode 2013 ς 2017 memiliki gap yang cukup besar setiap tahunnya. 

Bahkan antara periode 2014-2015 dengan 2015-2016, deforestasinya turun dari angka 473,6 ribu hektare 

menjadi 43,2 ribu hektare. Begitupun juga dengan reforestasi yang terjadi yaitu dari angka 122,6 ribu hektare 

menjadi 63,2 ribu hektare. Melihat angka deforestasi dan reforestasi pada hutan tanaman secara terpisah tentu 

sangat berkaitan dengan bisnis proses dalam hutan tanaman sendiri. Proses deforestasi pada hutan tanaman 

dapat diasumsikan adalah proses panen, sedangkan reforestasi pada hutan tanaman dapat diasumsikan sebagai 

proses tanam. Dimana keduanya adalah bagian dari sistem silvikultur yang dapat menjadi indikasi kinerja 

pembangunan hutan tanaman.  

 

Gambar 16. Perubahan Tutupan Hutan pada Hutan Tanaman  
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Gambar 17. Produksi Kayu Bulat 2013-2017 

 

Apabila dibandingkan dengan data produksi kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri, dalam kurun waktu 2013-

2017 (Gambar17), volumenya dalam 2 tahun terakhir malah naik. Karena hutan tanaman merupakan kayu 

seumur dan sejenis dengan riap pertumbuhan relatif tidak jauh berbeda, tentu luasan yang dibutuhkan dalam 

memproduksi angka tersebut tidak akan jauh berbeda. Berdasarkan data perubahan tutupan hutan tanaman 

yang sangat jauh gapnya tersebut tentunya menjadi pertanyaan tersendiri terhadap akurasi data tutupan lahan 

yang dirilis oleh KLHK. 

Catatan Kritis Data Deforestasi Versi Pemerintah 

Definisi deforestasi yang digunakan oleh pemerintah lebih ditujukan sebagai landasan informasi dalam kebijakan 

terkait dengan isu perubahan iklim. Mekanisme penghitungan karbon yang diimplementasikan dalam 

pendefinisian hutan dan perubahannya secara langsung telah mereduksi definisi yang ada di Undang-Undang 

Kehutanan. Indikasinya, bahwa data deforestasi yang secara agregat menunjukkan penurunan, tetapi perspektif 

lain atas data yang sama menunjukkan bahwa deforestasi hutan alam di Indonesia malah menunjukkan 

peningkatan.  

Perbedaan data tutupan hutan dan lahan dengan asumsi data produksi kayu dari hutan tanaman industri, 

menunjukkan ada indikasi ketidaksesuaian.  Di sisi lain, data tutupan lahan yang dikeluarkan oleh KLHK tidak 

bisa diuji akuntabilitasnya oleh publik, karena data spasial tutupan lahan ini bukan merupakan bagian dari 

informasi publik. Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

SE.4/Menlhk/PKTL/KUM.1/11/2016 tentang Pemberian Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

Keterbukaan atas informasi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, agar kebenaran informasi tentang 

hutan dan perubahan tutupannya tidak didominasi oleh klaim pemerintah. 

Sumber: Analisis FWI, 2019 
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2.2.5 Tren Deforestasi Hutan Alam di Indonesia 

Luas deforestasi pada periode 2013-2017 mencapai angka kurang lebih 5,7 juta hektare atau sekitar 1,47 

juta hektare per tahun. Angka ini mengalami peningkatan rerata deforestasi dibandingkan dengan periode 

tahun 2009-2013 yaitu 1,1 juta hektare per tahun. Kalimantan memiliki rata-rata deforestasi tertinggi 

yaitu sekitar 528 ribu hektare per tahun, posisi kedua Sumatera dengan luas 251 ribu hektare per tahun, 

disusul kemudian Sulawesi dengan luas 247 ribu, Papua seluas 174 ribu hektare, Maluku seluas 141 ribu 

hektare, lalu Bali Nusa Tenggara dengan luas 109 ribu terakhir Jawa dengan luas 34 ribu.  

 

Tabel 16. Deforestasi dan Laju Deforestasi per Pulau 

Pulau Deforestasi 2013-2017 
Rata-Rata  

Deforestasi per Tahun 

Sumatera 972.906 251.443 

Jawa 130.041 34.163 

Bali Nusa Tenggara 384.010 109.438 

Kalimantan 2.052.019 528.377 

Sulawesi 949.138 247.141 

Maluku dan Maluku 
Utara 

543.566 141.738 

Papua 692.107 174.371 

Indonesia 5.723.787 1.466.999 

Sumber: Analisis FWI, 2018 

 

Dibandingkan dengan tahun 2009-2013 trend24 deforestasi di Indonesia pada periode 2013-2017 

mengalami peningkatan sekitar 1 persen, peningkatan deforestasi terjadi pada Pulau Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku dan Bali Nusa Tenggara.   Pulau dengan peningkatan deforestasi tertinggi adalah Bali-

Nusa Tenggara yaitu hampir 20 persen, padahal pada periode 2009-2013 deforestasi yang terjadi sekitar 

10 persen. Sedangkan untuk Pulau Jawa dan Sumatera trend deforestasi pada periode 2013-2017 

mengalami penurunan (Gambar 18). 

                                                             
24 Tren deforestasi diukur untuk menunjukan tingkat deforestasi dengan membandingkan angka deforestasi 
periode t0-t1 dengan luas hutan alam pada t0.  
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Gambar 18. Trend Deforestasi  

Laju deforestasi juga menunjukkan trend yang sama dengan besaran deforestasi di setiap region. Secara 
keseluruhan terjadi peningkatan laju deforestasi sebesar 0.8% di seluruh wilayah Indonesia.  Pulau Bali-
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua mengalami kenaikan laju deforestasi, sedangkan 
region Sumatera dan Jawa mengalami penurunan pada periode 2013-2017.  Untuk laju25 deforestasi 
peningkatan terbesar terjadi di Bali Nusa Tenggara sebesar 6,3 persen.  

 

Gambar 19. Laju Deforestasi Tahun 2013 dan Tahun 2017 

  

                                                             
25 Laju deforestasi dihitung dengan pendekatan rumus laju pertumbuhan penduduk  
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